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Utak-atik Masa Jabatan Presiden

ra kepemimpinan Orde Baru selama 32 tahunmn yang bersifat otoriter rmen-—
iadi salah satu alasan dilakukannya reformasi. Lamanya kepemimpinan

presiden pada masa itu membuat seluruh elemen Mmasyarakat bergerak
uNntuk Membatasi masa jabatan presiden. Mereka tidak ingin presiden yvang
terlalu larma berkuasa menjadi pemimpin yang otoriter. Maka, setelah Refor-
Mmasi, masa jabatan presiden di Indonesia dibatasi hanya selama dua periode.

Namun, saat ini muncul kembali wacanmna untuk Mmengubahn MmMasa jabatan
presiden kembali mengemuka ke publik seiring dengan keinginmnan partai-partai
politik yvang duduk di pariemen mielakukan perubahan terhadap UUD 1945,

Saemula., amendemen konstitusi hanya diarahkanmn untuk Mmenghidupkan kembal
Garis-garis Besar Haluanmn Negara (GBHN).

Belakangan, amendemen UUD
1945 tersebut juga Mmenelurkan wacanmna untuk Mmengutak-atik Mmasa jabatan
presiden .
Di

dalam UUD 1945, aturan tentang masa jabatan presiden diatur pada
Pasal 7. Disebutkan, presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selarma

Mmasa lima tahunmn dan sesudahnya dapat dipilin kembali dalam jabatan yang
sama, hanya untuk satu kali Mmasa jabatan. Ada beberapa opsi yang muncul.

Paertarma, masa jabatan presiden tidak berubah yvyang berarti Pasal 7 uuD
1945 tidak diubah. Opsi

kedua, MmMasa jabatan presiden dan wvwakil presiden
hanya satu periode. Presiden dan wakil presiden tidak dapat dipilin kemibali
pada pemilinan berikutnya. Tetapi, untuk opsi ini, pasangan presiden dan
wapres memegang jabatan selama 7 atau 9O tahun.

Lalu, opsi kedua dan yang memunculkan kontroversi di kalangan masyarakat,
adalah masa jabatan selama tiga periode atau presiden dan wakil presiden
bisa dip h kembali unNntuk dua pemilu berikutnya. Dalam satu periode jataban
itu lama kepemimpinannya tetap S tahun atau dikurangi

HKalanmngan masyarakat danmn partai politik yang ada di

menjadi <4+ tahun.
ternadap wacana perubahan masa jabatan presiden

parlemen terbelahn

inmni. Kalangan yang
imngin Melakukan perubahan beralasanmn bahwa dua periode kepemimpinan
presidemn membuat dirinya tidak bekerja secara penuh untuk kepentingan
bamngsa damn nmnegara.

Saat baru pertama kali menjadi pemimpin, presiden dan wakil presiden
terpilin bersama jajaran kabinet butuh waktu beberapa bulanmn untuk melaku-—
Kan penyvesuaian sebelum bisa bekerja secara maksimal. Lalu, dua tahun
menjelang pemilu berikutnya, presiden dan wapres sudah disibukkan dengan
upaya untuk Mmencari dukungan politik agar terpililn lagi. Itu berarti kKonsentrasi
presiden dan wakil presiden untuk bekerja bagi bangsa dan negara hanya
sekitar 2.5 tahun pertama pemerintabhannmnya.

Hal laimn yang menjadi alasan pendukung opsiini adalah munculnya istilahn
“ecalon petahana’. Presiden yang kemibali maju untuk bisa terpilin pada periods
kKedu=a selalu dicurigai akanmn melakukan berbagai kecurangan .

Ada potensi penyalahgunaan Kekuasaan menjelang permilu. Presiden
pPetanhamna akan selalu dicurigai potensi memanfaatkan anggaran negara,
birokrasi, danmn fasilitas negara ketika maju lagi dalam pemilu. Program-—-pro-—
gram bantuan sosial atau program prorakyat lainnya,
dilunNncurkan setahunmn sebelum pemilu, pasti dicurigai
mMmenarik simpati publik._

Kondisi ini

terutama yvyang
sebagai upaya untuk
vang kemudian memunculkan opsi masa jabatan presiden
hanmnya satu periode dengan lama jabatan antara 7 atau 8 tahunt Pendukung
opsi ini berpandangan bahwa presiden dan wakil presiden terpilin akan lebihn
bekeria maksimal. Presiden akan lebih fokus bekerja untuk negara dan rak-—
yvat serta tidak lagi memikirkan untuk bisa menang pada permilu berikutnmnya.

Kecurigaan-kecurigaan tentang adanyva abuse of powvwer (penyalahgunaan
wevwenang) menjelang pemilu punmn akanmn pupus.

Namun, opsi ini bukan tanpa kekurangan. Meski hanya satu periode,
masa jabatan presiden dan wapres selama 7 atau 8 tahun dirasa terlaiu
lama. Jika kepemimpinan presiden tersebut buruk, banyak programe-programm
kerakyatan yang tidak berjalan dengan baik, maka rakyat akan terialu lama
urntuk Mmengoreksinya Mmelalui pemilu.

<itaa tentu berharap agar aturan tentang masa jabatan presiden tidak
perlu diubah lagi. Masa jabatan dua periode dengan

Iama lima tahunmn per
periode sudah tepat untuk kondisi Indonesia saat imi. Dalarm hal ini Kita periu
mencontohn Amerika Serikat sebagai

Nnegara raksasa demokrasi. Di Negeri
Paman Sam, presiden yang memimpin selama empat tahun bisa kembali
dipilin pada periode berikutnya. =

Terkait rencana amendsemen

UUD 1945, Kita ingin agar DPR, DFPD., dan
MPR lebih fokus pada masalah GBHN. Bangsa dan rakyat INndonesia saat ini

lebilh Memeriukan arah permbangunan yang jelas, yang tidak berganti-ganti
setiap presiden berganti. B

Memang. setiap calon presiden memiliki visi damn misi serta program
keria vyang akan menjadi arah pembangunan ketika dirinya terpilin. Namun,
presiden terpilin tidak memi

iki kewajiban hukurm untuk Mmenjalankan visi, misi,
dan program kerja itu. Apalagi, bila tidak terpilinh lagi pada Premilu berikutnya,
maka wvisi danmn misi itu hanmnya menjadi catatan sejarah yang tidak permnah
diimplementasikan secara tuntas.

Kita juga dak ingin perubahan masa
masuk bagi amendemen pasal-pasal

jabatan presiden menjadi pintu
UuD 1945 lain, terutama yang me-—
Nnyangkut idecologi bangsa Pancasila. Jangan sampai hanya demi meloloskan
perubahnan Mmasa jabatan presiden, pasal-pasal lain yang jauh lekbih penting
unNntuk perjialanan bangsa iNni ke depan dibarter danmn diubah.
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